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ABSTRAK

Hakim adalah.pejabat ,pq@@}al{&ﬁégafsdbyangmlpgrl}( vewenalg oleh undang-undang
untuk mengadili. Bentuk nyata dari kekuasaan Kkehakiman adalah kekuasaan untuk
menjalankan fungsi mengadili bagi setiap persoalan hukum yang yang diajukan oleh para
pihak ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 . ¥Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan”.Hakim am memutus” perkara -~ pidana Narkotika tentu
memperhatikan ketentuan sanksi ‘pidana yang ada ‘dalam undanF-undang tersebut lalu
dihubungkan dengan fakta yuridis, yang terdapat dalam proses persidangan. Namun karena
Undang-Undang nomor 35 tah LZOOQ tentang Narkotika mengatur tentang sanksi

minimum, maka téntu membatasifrgang gerak hakim dalam mengambil putusan. Perkara
pidananarkotika Nomor :02 /Pid. 12 /PN.SWL atas nama terdakwa Govienza Rahmat
Arisky pada Pengadllan Negeri Sawahlunto adalah contoh kasus,v dalam tesis ini terkait
dengan tindakan haklm yang mengambil suatu kebijaksanaan haklm dengan menerobos
ketentuan sanksi minifum tersebut. Permasalahannya adalahbagalmanakah kebijaksanaan
hakim tersebut dalam preses pen?éfesalan perkafamthna Narketika Nomor :02 /Pid.B/2012
/PN.SWL pada Pen\gadﬂan Negeri_ _Sawahlunto 0.Apa -yang )nendasarl kebijaksanaan
hakimdalam memutus. p,erkgra pi\slah:i,nérkahwmmﬂ\lﬁd B/2012 /PN.SWL pada
Pengadilan Negeri Sawahluntd di bawah batas minimum.Metode penelitian yang penulis
lakukan adalah metode normatif, menggungkapkan peraturan-perundangan yang berkaitan
dengan teori-teori hukum yang relevan dan pelaksanaannya untuk selanjutnya dihubungkan
dengan masalah/isu hukum yang diteliti. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa terhadap
perkara tersebut, terdapat kebijaksanaan hakim yang menjatuhkan vonis di bawah batas
minimum, karena faktor yuridis dan non yuridis serta memberikan perlindungan dan
keadilan bagi pelaku yang masih anak dan juga masyarakat.



